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                                                                   BAB I
A. LATAR BELAKANG
      Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM  serta menurunkan timgkat pengangguran, pemerintah daerah perlu menyelenggarakan pelatihan kerja yang terstruktur  dan berkalanjutan untuk mendukung hal tersebut, diperlukan pembentukan UPTD balai Latihan kerja pada Dinas transmigrasi dan tenaga kerja, pembentuka  UPTD ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan, tugas dan fungsi dan tata Kelola balai Latihan kerja di daerah. Oleh karena itu penyusunan  ranperbup tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja Pada Dinas  Transmigrasi Dan Tenaga Kerja perlu didukung dengan hasil pemantauan dan peninjauan peraturan perundang-undangan serta analisis dan evaluasi peraturan perundang-undanga.
      DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangjat daerah sebagaimana telah diubah terakhir;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah
5. Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakahir;
B. MAKSUD DAN TUJUAN
Laporan ini disusun dengan maksud untuk melakukan pemantauan dan peninjauan peraturan perundang-undangan serta analisis dan evaluasi terhadap rancangan peraturan kepala daerah tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja Pada Dinas  Transmigrasi Dan Tenaga Kerja.
                                                                 BAB II
                                     OBJEK PEMANTAUAN DAN PENILAIAN
Objek pemantauan dan peninjauan adalah rancangan peraturan kepala daerah tentang tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja Pada Dinas  Transmigrasi Dan Tenaga Kerja.
                                                              BAB III
                             HASIL PEMANTAUAN, ANALISIS, DAN EVALUASI
A. Kesesuaian  peraturan perundang-undangan
Berdasarkan hasil pemnatuan dan peninjauan ranperbup telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintaha daerah, perangkat daerah dan penyelenggaraan rumah sakit serta tidak bertentnagan dengan peraturan perundang-undangan.
B. Evaluasi substansi pengaturan 
Pengaturan dalam ranperbup telah memeuat ketentuan mengenai pembentukan UPTD kedudukan, tugas dan fungsi susunan organisasi serta hubungan kerja dengan perangkat daerah  terkait sehingga memberikan kejelasan kewenangan dan tata Kelola BLK daerah.
C. Evaluasi teknis
Secara teknis, ranperkada dapat dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait dengan dukungan SDM, sarana prasarana, serta penganggaran yang dsessuikan dengan kemapuan keuangan daerah.

                                                   BAB IV 
                              KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
A. KESIMPULAN 
Rancangan peraturan kepala daerah tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja Pada Dinas  Transmigrasi Dan Tenaga Kerja. pada prinsipnya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat dilanjutkan dalam tahap penetapan.

B. REKOMENDASI
1. Menetapkan peraturan kepala daerah tentang tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja Pada Dinas  Transmigrasi Dan Tenaga Kerja sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Melakukan penyesuaian organisasi dan tata kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V
                                      PENUTUP
Laporan hasil pemantauan dan evaluasi ini disusun sebagai dokumen pendukung peraturan kepala daerah  tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja Pada Dinas  Transmigrasi Dan Tenaga Kerja dan sebagai bagian dasar pelaksanaan fungsi pembinaan hukum daerah.


